
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR +4 TAHUN 2OI9

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 53 TAHUN

2AL8 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimhang .4.

BUPATI NATUNA,

bahwa dengan adanya honorarium piket jaga dan piket

Admin pada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga perlu

pengaturan besaran Honorarium tersebut dalam Standar

Satuan Harga;

bahwa belum terakomodirnya salah satu Pengadaan

Barang Dan Jasa, terkait dengan Pengadaan Tanda

Pangkat sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap

Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga

Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

Tahun Anggaran 2OL9;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2Ol9 tentang

Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2Ol9

b.

c.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-UTd*S Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun

L999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingr dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor lO7, Tambahan Lembaran Negara 
' 

Republik

Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (I-embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 1 1 1,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

a237|;

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembard.n

Republik Indonesia Nomor a355);

2.

3.

4.



6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor' 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aaAOh

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbanggn Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tarrbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa34;
Undang-Undang . Nomor L2 Tahun z}fi tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 523a\
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir d.engan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aO28);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2AO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ratryat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nombr

44161 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

9.



-4-

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT

Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7L2l;

1"2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL9 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2}ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.O5/2O12

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagr Pejabat

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN

HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran XIII Peraturan Bupati Natuna

Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuira

Tahun Anggaran 2OL9 (Berita Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2018 Nomor 53);

Menetapkan



2. Mengubah Lampiran XV Peraturan Bupati Natuna

Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga

di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

Tahun Anggaran 2Ol9 (Berita Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana

tercantum dalam L,ampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.;

Pasal II

Peraturan Bupati Natuna ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranar

pada tanggal tu fr;'S+us W

L HAMID RIZAL

Diundangkan

pada tanggal

SEKRETARIS

di Ranai

zG l\guslus

DAERAH,

I

zotg

BERITA DAERAH KAE}UPATEN NATUNA TAHUN 2OL9 NOMOR 44


